KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Petani khawatirkan dampak UU Cipta Kerja

: Rabu, 09 Februari 2022

: Kompas

Petani Khawatirkan
Dampak UU Cipta Kerja

Perubahan norma terkait syarat impor dikhawatirkan menggusur
pangan produksi petani. Arus impor berpeluang makin kencang.

ja. Pangan impor berpotensi
menggusur hasil panen dan me-
nekan kesejahteraan petani.
Undang-| Undang (UL Cipta
Kerja mengubah dan mengha-
pus syarat importasi pangan se-
bagaimana diatur dalam sejum-
lah ULL Pasal 36 UU No 18/2012
tentang Pangarl, misalnya, men-
syaratkan i

tak mencukupi dan/atan tak da-
pat diproduksi di dalam negeri.
Namun, syarat itu tak diatur
lagi dalam UU Cipta Kerja.
Ketua Umum Serikat Petani
Indonesia Henry Saragih ber-
pendapat, sebelum ada UU Cip-
ta Kerja, amanat mejl.u'n.l:!l (8] 8]
terkait pangan dan pertanian
belum dijalankan dengan baik.
Selain UU Pangan, ada UU No
19/2013 tentang Perlindungan
Pemberdayaan Petani, UL
Nu 13/2010 tentang Hortikul-
tura, UU Nc 39/2014 tentang
Perkebunan, dan UU No

inkonstitusional bersyarat, ma-
ka (UU Cipta Kerja) tak bisa
dijadikan mjukan dalam peng-
ambilan  kebijakan, misalnya
saat mau impor, tentu harus
merujuk UL Pangan,” ujarnya.

Menurut Presiden Wahana
Masyarakat Tani Nelayan In-
donesia (Wamiti) Agusd:.n Pu-

Sebab, kenyataannya, daya sa-
ing petani di Indonesia terbi-

UU Asal

Terkait UU Nomor 189 Tahun 2013

UU Cipta Kerja

tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sumber- (isarkan dar Ul Cpta Fesia dan ssjumish Ll sebehurmmya/MIO)

lang kurang. Produk dari ne-
gara-negara lain yang lebih baik

sional harus jadi prioritas. Ko-
moditas strategis, seperti beras,
harus dl].l.ndungl karena me-
nyangkut jutaan
orang, antara lain dengan tidak
impor saat petani panen raya.
Kepala Biro Hukum Sekreta-
riat Jenderal Kementerian Per-
tanian Eddy Purnomo menga-
takan, terkait impor pangan su-
dah diatur dalam Peraturan Pe-
merintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Per-
izinan Berusaha Berbasis Risiko
beserta turunannya. “Substan-
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sinya tak berubah dengan kon-
disi sebelum diberlakukan ULY
Cipta Kerja,” ujarnya, Selasa
@/2/2022)
dikonfirmasi tentang

psrlunya merevisi substansi da-
lam UU Cipta Kerja di sektor
mang perlu evaluasi menyeha-
ruh. Namun, ia belum tahu apa-
kah perbaikan tetap di Kemen-
ko Bidang Perekonomian, se-
bagai leading secfor, atau tidak
Agraria

Substansi lain UU Cipta Ker-
ja yang dinilai perlu dikoreksi
terkait dengan konsepsi dan
asas-asas dalam Undang-Un-
dang Pokok Agraria. Menurut
Guru Besar Fakultas Hukum
UGM Maria SW Sumardjono,
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Na-
sional (ATR/BPN) harus

na usaha di atas hak pengelo-
Iaan lahan (HPL) dan pemilikan
satuan rumah susun bagi orang

HPL untuk masyarakat adat.
Menurut Maria, Kementeri-

an ATR/BPN juga perlu me-
nyempurnakan substansi

atas tanah di ruang bawah air.
Terpenting, UU Cipta Kerja ha-
rus menegaskan hal-hal yvang
semestinya diatur karena ber-
aspek hak asasi manusia.

Guru Besar Fakultas Kehu-
tanan IPB University Hariadi

an, lingkungan, pertanah
(agraria). “Ita empat hal yang
paling disoroti oleh publik,” ka-
tanya. (DIT/MTE/DIM)
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